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TENTANG:

FETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT
D LINGKUNGAN FEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAR (ATBD)

KABUPATEN SITUBONDC TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

: bahwa guna memberikan pedoman bagi aparat di lingungan Pemerintah
Kabupaien Stubondo dalam pelaksanash Ainggaran Pendapatan dih Belanja
Dacrah (APBD)} Kabupaten Situbonde Tahen Anggaran 2012, dipandang
periu memberikan Petumjuk Umum -dan Pedoman Kerjn Bagi Aparat di
Lingkimgan Pemerioph Kabupaicn Sitnbondo Dalam  Pelaksanann
Anggaran Pendapaten dan Belmija Daersh (APBD) Kabupaten Simbonda
Tahun 2012 yang pelaksanaaiinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang.-Undang Momor 12 Tahun 1950 ¢entang Pembentukan
Dacrah-decrah Kobupaten dedem  lingkungan Propins fowa Timmer
{Lembaran Negaru Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita
Negara Republik Indonesia Tahiin 1950 Nomor 41) sehagaimani telah
diubah dengan Undang-tndang Nomor 2 Tabun 1965 (Lemberan
Negaa Republik  Indonesia Talnm 1965 Momor 19, Tmmbshan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 2730);

Undang-tmdamg Nomor 8 Tebun 1974  temtang Polrok-pokok
Kepegawsian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatum 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoticsia Nomor
3041) scbagaimemn telah divbah dengan Undang-undang Nomor 43
Tabun 1999 temtany perobeten atas Undang-Undang Nomor B Tahon
1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambshan Lembaran Negera Republik
Indonezia Nomor 3890):

Undang-lndang Nomor 12 Tabun 1985 ientang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tmmmwkmmmz}
scbaghimana telah divbah dengmm Undang-Undang Nomor 312 Talum
1994 tentang perubahan atxs Undang-Undasg Nomor 12 Tshua 1985
letitimg Pajak Bumi dan Bangunan (Lemberan Negsra Fepublik
Indonesia Tahun lﬂ'?dNomurEE,TnmhuhanlﬂmﬁmNegﬁa
Repablik Indomesia Momor 3569
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4, Undang-Undang Nomor 15 Tabun 1997 tentang Pajek Daersh dan
Retribusi Daerah {Lemberan Negam Republik Indonesin Telnm 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683) sebagaimang telah divbah dengan Undang-Undang Nomer 34
Tiahun 2000 tefiting Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahiui
1997 textang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tensh den Bangunan (Lembaran Negam Republik Indonesia Talum
2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3685) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Taban 2000 (Lembaran MNegers Republik Indonesia Tahon 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

6. Undang-Undang Momor 28 Tabun 1999 ientang Pepyelenggamean
Negars yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran MNegara Republik Indooesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tembahan Lenbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undeng Nomor 25 Tabun 2000 tentang Program Pembengunen
MNagsional (Lombaran Nepama Repoblik Indomesia Talnm 2000 Nomor
206, Tambshan Lembaran Negara Republik Indomesiz Nomor 3952);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keusngan Negara
(Lembarsn Negara Repoblik Indonesia Tabun 2003 Nomer 47,
Tambahan 1.embaran Negara Repubdik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-tindang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharasn Megara
{Lemivaran Neygara Reopublik Indonesiz Taban 2004 Nomor $, Tambatum:
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 18 Talum 2004 tentang Pembentokan Peratoran
Perundang-undangan (Lembaran Wegara Republik Indonesia Taum
2004 Nomos 53, Tembehan Lembaran Negare Republik Indonesia
Nomor 43¥9%;

1L Undang-Undang Nemwor 15 Talnm 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tobwun 2004 Nomor 66, Tombahan [embsran
Negara Repablik lodonesia Nomor 4400);

12 Undang-Undang Nomsor 25 Talwm 2004 tenlang Sistem Perencarmen
Pembangunan Nasional (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahen Lembaran Negara Republik indonesia
Raoanor 4321 );

13. Undang-Undang, Nomor 32 Tshun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 125,
Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimans telah diubsh dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubshan Kedua ates Undamp-Undang Momeor 32 Tahua
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indoresia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kenangan
Amtera Pemerintah Pusat den Pemerintsh Daerah (Lembaran Negar
Republik Indonesia Talwm 2004 Nomor 126, Tambehon Lemberan
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



15, Peratutan Pemerimtah Nomor 28 Tahan 1972 temtang Perubahan NMama
don Pemindshan Tempui Kedudulen Pemerinteh Daersh Kabupaten
Panarukan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomwor
£ 33

16. Peraturen  Pemgerintah Nomor 109 Tghun 2000 tepiang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran MNegam
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambshan Lembaran
Negora Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
Lepada Partai Politik (Lombarmm Negamn Repoblik Indonesia Tabun
2005 Nomor 62, Tambshan Lembaran Negaraz Republik Indopesia
Nomor 4513);

18. Peraturan Penmerintah Nowmor 54 Tabun 2005 fentang Pinjaman Daersh
{Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 200F Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Reyublik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturen Pemenntah Nomor 55 Tabhim 2005 tentang Dana, Perimbangan
{Lembarsm Negara Republik Indonesia Tabun 2005 MNomor 137,
Tambahan {zmbaran Negam Republik Indenesia Nomor 4575);

20. Peratursn Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Dagrah (Lembaran Megam Republik Indonesia Tahun 200% Nomor 134,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45773,

21. Persturan  Pemenintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan
Keusngan Dacrsh {Lembaran Negars Republik Indonesia Tabem 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45738,

22 Peratiran Pemerintah Nomor 79 Tshun 2005 tentsng Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggarsan Pemerintsh Daerah
(Lemibaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambehan Lemberan Negera Republik Indonesia NMomor -4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolasn Barang
Milik NeguraMacrsh (Lembaran Negara Republik Isdonesia Takun
2006 Momor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
homor 4609) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintsh
Nomor 38 Tiin 2008 ‘tesiing Perubshan sl B cincaintal
Nomor 6 Tahun 2006 tentany Pengelolasn Barang Milik Negara/Daersh
(Lembaran Negera Republik Indonesia TFahun 2008 Nomor 20,
Tambahan 1embaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4609);

24, Peraturan Pererintah Nomor 8§ Tehun 2006 tentang Pelapomn
Keusagan dan Kinerja Instansi Peseriniah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tobnm 2006 MNomor 25, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonzsia Nomor 4614);

35 Peratvran  Pemerimah Nomor 3 Tahum 2007 itentang Laporan
Penyelenggarean Pemerintaban Duerah kepada DPRD. dan Informasi
Leporan Penyclenggaraan Pemerintehan Diaersh kepade Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2007 MNomor 19,
Tembahan Lembaran Negara Repablik Indonesia Nomor 4693);

26. Persturan Pemerintah Nonvor 38 Tabun 2007 tentang Pombagian Urusan
Pemerintahan Antare Pemerintsh, Pemcrinteh Daerah Propinsi, dan
Pancrintshan Dacrah KatupalenKote  (Lembaran Negarg Republik
Indonesia Tahim 2007 Nomor 82, Twmbehin Lombaram Neéjgaia
Republik Indonesia Nomer 4737);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang



Menctaphkan

28 Peraparan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomen Preogelolaan Keumngan Daernh sebagatmana teloh diubeh
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang
Perubabian Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturaty Menteri Datam Negerd Nomor 17 Tabun 2007 teniang
Pedomen Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

30. Peratiran Menteri Pekerjaan Vmum Nomor 45 Tabun 2007;

31. Peotwen Menicri Dulan Negeri Nomor 37 Tahun 2000 tentang
Pedonian Penyusunan Angparan Pewiapatan dan Belamja Dacrah Takium
Anggaran 2011;

31, Peraturan Menteri Kevangan Nomor 100/PME_02/2010 temtang Stsmdar
Biaye Tahon Anggaran 2011

33. Surel Edaran Bersama Menteri BAPPENAS dan Menteri Kenangsn
Womnor 120.3/D.11/03/2C00.5E_38/A /200,

34, Persturan  Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Talum 2006
Situboada Nomor 4 Tabun 2(009;

35, Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomer 2 Tamum 2008 tentang
Urusan Pemerinish Kabupaten Sinbondo {Lembaran Decrah Kabupaten
Sttubondo Tahun 2008 Nomor 2);

36. Peraturan Daerch Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tehun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelelam Kewsngan Dasrah (Lembaran Daeruh
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

37. Peraturan Bupati Situbondo Nowmor 19 Tabun 2008 tentang Tata Cara
Pembevian Hibahk, Bastuar Sosinl dan Bantusn Keusngen di Kabupaten
Sinzhondo.

38. Penitaran Bopati Sitvbondo Nomor 17 Tabun 201] termang Pedoman
Teknis pengelviaan Belanja Subsidi, Hibeh, Bentimn Sosial, Bantan
Keuangan dan Bantuen Tidak Terduga di Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK UMUM DAN

PEDOMAN KERJA SAGI APARAT DI LINCKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM
PELAKSANAAN ANGGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 1012,

Pasal 1

PemnjukUmmdeadmmKe:jaBagiAmdiLinghmngemcdmh
Knbuq_;aten Situbondo Dialam: Pelaksansem Anggaran Pendapatan dan
Belanja Ig:la:mh (APBD) Kabupaten Situbondo Tabun 7012, sehagaimana
terscbut dalam Lanpirn dan merupskan bagian yang tidak tevpisahkas



Pasal 2

Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten
Situbondo scbagaimanan dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi
Aparat Pererintah Rabupaten Sirbende dalar melaksanalkan progrant dan
kegiatan sesusi Anggeran Pendapatan den Belanja Daerah {(APBD)
Kabupaten Situbondo Tahun 2011.

Paual 3
Pemturan Bupett ini beviako pada tanggad diomdanpken.

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturan  Bupeli ini dengin  pencpatannya dalam  Bérila  Dacrah

Kabupaten Situbondo.
Ditetapken di Situbondo
padia ariggal
| H. DADANG WIGIARTO, S.H ﬂ
Divndangka di Situbondo

Pepibing Utama Muda
Nip. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 36
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BAB XV

PENUTUP

Buku Pedoman ini disusun sebagai dasar Pengelolaan Kegiatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Stubondo.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang belurn diatur dalam Buku
Padeoman ini, bemedoman prda Peraturan Mentert Dalam Negari Nomor 58
Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2008 dar Persturan Menteri Dalem Negent Nomor 24 Tabun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13
Tahun 2008 terviang Pedoman Pengelolaam Kevangan Doeratr.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintalr dan  Parsturany  Presiden Momer 35 Tahwuy 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomaor 54 Tahun 2010

. Pelakcsanaan pergpeiokray Bararmy Mittk Daerah yang belumn diatur datarm Buka
Pedoman i, berpedoman pada Peraturan Menter Dalam Negen Momor 17
Tatwrr 2007 tervtany Pedoman Teknis Peryeioizan Barang #ifk Dearah.
Pengaturan Pangelolsan Kegiatan yang belusm diatur dalam Buku Pedoman
i, separiamg meniedt keweramgan Pemerintaly Kabupster Siuborvdo, tetpy
berpadoman pada peraturan atau ketentuan yvang lebih tinggi sebagai dasar
dladan peryaratviban iolvjaicar.

H. DADANG WIGIARTO, 5.H
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